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SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ESELON |

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan
keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai
berikut:

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Eselon I

1.

Sampul Luar
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai
Eselon | dan periode penyampaian laporan keuangan.

Sampul Dalam
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi
mengenai Eselon | dan periode penyampaian laporan keuangan.

Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai
laporan keuangan yang disampaikan.

Daftar Isi
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

Daftar Tabel
Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama tabel, nomor tabel, dan nomor halamannya.

Daftar Grafik
Merupakan daftar grafik yang terdapat laporan keuangan. Daftar tersebut
memuat nama grafik, nomor, dan nomor halamannya.

Daftar Lampiran
Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran, dan nomor halamannya.

Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam
laporan keuangan.
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10.

11.

12.

Pernyataan Tanggung Jawab
Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap
penggunaan anggaran pada lingkup Eselon | yang dipimpinnya. Pernyataan
Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan eselon | setiap periode
penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak
memuat pernyataan sebagai berikut:
e pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan
keuangan yang disampaikan;
e pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
SAP dan;
e pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai.

Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang
dipertanggungjawabkan.

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja

b. Ringkasan Neraca

c. Ringkasan CaLK.

Laporan Realisasi Anggaran Eselon |

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan

belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja

setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang
masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu
periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAl yang

disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan
adalah laporan Tahun Anggaran 2010.

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan
adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang
membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu
dengan tahun anggaran berjalan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.
Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAlI adalah laporan
komparatif dengan membandingkan antara neraca tahun anggaran yang
berjalan dengan neraca tahun anggaran yang lalu. Laporan neraca yang
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13.

14.

dicantumkan dalam Laporan Keuangan Eselon | adalah Laporan neraca per
31 Desember 2010.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang
mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. laporan realisasi
pendapatan dan belanja yang disampaikan adalah LRA untuk triwulan yang
berakhir 31 Desember 2010.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca.
Penjelasan CaLK terdiri atas :
a. Pendahuluan
Memuat hal-hal yang terkait dengan satuan kerja yang bersangkutan,
yang terdiri dari:
e Dasar Hukum
o Kebijakan Teknis
e Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
o Kebijakan Akuntansi
b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi
Anggaran Belanja. penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan
dalam CalLK vyaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi
pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2010
dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang
berakhir 31 Desember 2010.
c. Penjelasan pos-pos neraca.
Penjelasan neraca tahunan dalam CalLK yaitu dengan membandingkan
antara laporan neraca per 31 Desember 2010 dengan laporan neraca per
31 Desember 2010.
d. Pengungkapan Penting Lainnya
Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau
kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:
e Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.
e Penjelaskan atas Rekening Pemerintah.
¢ Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
e Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.
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15.

Lampiran Laporan Keuangan

a.

Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran

i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
i) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja

iif) Neraca Percobaan

Laporan barang pengguna

i) Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2010

i) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahun Anggaran 2010)
i) Rincian Saldo Awal

Laporan Rekening Pemerintah
Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah unit Eselon | dari Departemen Keuangan Republik
Indonesia  yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini, perlu kami
kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah Neto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010 adalah
sebesar Rp627.471.327.499.405,00 atau 94,86 persen dari yang ditetapkan
dalam APBN-P TA 2010. Sementara itu, realisasi Belanja Negara Neto
tanpa memperhitungkan pembayaran Imbalan Bunga adalah sebesar
Rp2.996.300.601.340,00 atau 77,26 persen dari yang dianggarkan dalam
DIPA 2010.

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas
Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010. Dari Neraca tersebut
diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp68.531.190.713.580,00 dan
Kewajiban sebesar Rp360.660.587.252,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan
bersih) Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp68.170.530.126.328,00.

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan
dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang
termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi
uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos
laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
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Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini masih
belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan kritik yang
membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk
dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat
mungkin, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 2011
a.n Direktur Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tingkat Eselon | selaku Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi

Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2011
a.n Direktur Jenderal Pajak

Sekretaris Direktorat Jenderal

Herry Sumardjito
NIP 195507231981081001
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I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan
lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2010 ini telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran Tahun 2010 ini disusun dari
laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dan
disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010. Realisasi
pendapatan negara dan hibah neto pada TA 2010 sebesar Rp627.471.327.499.405,00 atau
sebesar 94,86% dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp661.504.155.660.295,00 yang
terdiri-dari terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp627.463.423.329.213,00 atau mencapai
94,86% dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp7.904.170.192,00 atau mencapai
142,55% dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2010
dengan tidak memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak adalah
sebesar Rp2.996.300.601.340,00 atau 77,26% dari anggarannya sebesar
Rp3.878.050.256.000,00 dan apabila memperhitungkan pemberian imbalan bunga kepada
wajib pajak sebesar Rp1.321.487.211.977,00 menjadi sebesar Rp4.317.787.813.317,00
atau 111,34% dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dapat
disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

m\\‘smsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsmsms
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Tabel 1.1.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2010 TAHUN ANGGARAN 2009

Uraian . D
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan
Negara dan 661.504.155.660.295 | 627.471.327.499.405 | 577.391.733.361.176 | 544.670.900.447.789 | 15,20
Hibah
Belanja 3.878.050.256.000 4.317.787.813.317 4.305.217.063.000 4.048.300.039.984 6,66
2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp68.531.190.713.580,00 yang terdiri dari Aset Lancar
sebesar Rp54.190.429.895.423,00, Aset Tetap sebesar Rpl14.052.827.554.870,00 dan
Aset Lainnya sebesar Rp287.933.263.287,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar
Rp360.660.587.252,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah
Ekuitas Dana adalah sebesar Rp68.170.530.126.328,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana
Lancar sebesar Rp53.829.769.308.171,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp14.340.760.818.157,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagaimana
Tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2.
Neraca
Per 31 Desember 2010 dan 2009
(dalam rupiah)

Uraian 31 Des 2010 31 Des 2009

% Naik /
(Turun)

Aset 68.531.190.713.580 | 64.135.829.528.130 6,85
Aset Lancar 54.190.429.895.423 | 50.146.014.666.768 8,06
Aset Tetap 14.052.827.554.870 | 13.731.730.350.246 2,33
Aset Lainnya 287.933.263.287 258.084.511.116 11,56
Kewajiban 360.660.587.252 313.968.188.842 14,87
Kewajiban Jangka Pendek 360.660.587.252 313.968.188.842 14,87
Ekuitas Dana 68.170.530.126.328 | 63.821.861.339.288 6,81
Ekuitas Dana Lancar 53.829.769.308.171 | 49.832.046.477.926 8,02
Ekuitas Dana Investasi 14.340.760.818.157 | 13.989.814.861.362 2,50
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3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menguraikan dasar hukum, metodologi
penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam
CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan
basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara
(KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh
dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan
serta informasi tambahan yang diperlukan.
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‘ IIl. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
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IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar
Hukum

Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1l. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 09/PB/2008
tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Sektor Pajak
pada Sistem Akuntansi Instansi Direktorat Jenderal Pajak;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman
Akuntansi Piutang Pajak;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 62/PB/2009
tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara
Akrual Pada Laporan Keuangan; dan

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 merupakan
perwujudan visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja
Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2008
sampai dengan tahun 2012. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sejalan
dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2005-2008, dengan
memperhatikan harapan stakeholders serta kondisi internal maupun eksternal
Direktorat Jenderal Pajak.

P
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Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat
Jenderal Pajak kepada seluruh stakeholders, telah disusun peta strategi Direktorat
Jenderal Pajak sebagai berikut:

Peta Strategi

& Penerimaan Pajak

- Masyarakat e g O Terwujudnya masyarakat
.DPR T sadar dan peduii pajak
- Pemerintah ‘ Kepercayaan Masyarakat

\ Yang Tinggi

Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan
strategi pencapaiannya. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah
penerimaan pajak yang optimal yang dapat terwujud melalui kepercayaan
masyarakat yang tinggi. Adapun dua pilar utama yang mendukung pencapaian
sasaran tersebut adalah tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan dan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi.

Strategi yang ditempuh diawali dengan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk
perbaikan proses bisnis dan kebijakan perpajakan. Selanjutnya diikuti dengan
strategi peningkatan pelayanan perpajakan dan strategi peningkatan pengawasan
dan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak yang baik
membutuhkan modal dan prasyarat sumber daya internal, yaitu Sumber Daya
Manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta anggaran. Peta
Strategi tersebut diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh
jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dan melaksanakan langkah-
langkah dan upaya-upaya nyata yang terarah dan terukur dalam mewujudkan
sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah ‘Menjadi institusi pemerintah yang
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif,
efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang
tinggi’.
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